RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 17/PUU-XVII/2019

“Kewenangan DPD Untuk Melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rancangan

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah”

PEMOHON
Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, yang selanjutnya disebut Pemohon.

OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut
UU 2/2018).

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguiji

Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum?;

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:



“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara
hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena
itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD
1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan
dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji

melalui mekanisme pengujian undang-undang.

4. Bahwa objek permohonan adalah Pengujian Materiil Pasal 249 ayat (1) huruf
j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 2/2018), oleh karena itu

Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang a quo.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)
1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, vyaitu: (a)
perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan
privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor
010/PUU/NNI/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon
telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuiji.



c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan untuk diuji.

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Pemohon dalam hal ini perorangan warga negara Indonesia yang memiliki

kerugian konstitusional akibat diberlakukannya ketentuan Pasal UU a quo.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

e Pengujian Materiil UU 2/2018 yaitu:
1. Pasal 249 ayat (1) huruf j:
DPD mempunyai wewenang dan tugas

melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan

daerah dan peraturan daerah

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

VI.  ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 249 ayat (1) huruf j menyebutkan DPD mempunyai wewenang
dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan
daerah dan peraturan daerah. Hal ini jelas tidak sejalan dengan ketentuan
Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dimana kewenangan membatalkan atau
menguji perda seharusnya ada di tangan Mahkamah Agung;

2. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal UU a quo, tidak menjamin
kepentingan warga negara dalam proses pemantauan dan evaluasi atas
Raperda dan Perda. Hal demikian disebabkan dalam proses pembentukan

aturan tersebut hanya mengatur tentang pembatasan hubungan kerja yang
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diberlakukan kepada DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah tanpa
ditinjau dari sudut pandang dari sisi lain;
Bahwa untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah
memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan. Kewenangan
pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala
Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
Upaya untuk mewujudkan sistem hukum yang efektif, penataan
kelembagaan hukum, didukung oleh kualitas sumber daya manusia, kultur
dan kesadaran hukum masyarakat harus terus meningkat. Hal ini seiring
dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan
terus menerus diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.
Selanjutnya, Pemerintah Pusat dalam menunjang terwujudnya sistem hukum
yang efektif dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) baik di pusat maupun daerah salah satunya adalah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;
Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut merupakan
pelaksanaan perintah Pasal 22A UUD 1945. Pembentukan Undang-Undang
ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara
hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan bernegara,
berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada sistem hukum nasional.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah dasar hukum bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun
daerah;
Undang-Undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan
peraturan perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanya
mantap, bulat, dan harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih
satu sama lain. Melalui Undang-Undang tersebut diharapkan semua
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10.

11.

lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan
memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses,
metode dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan secara
terencana, terpadu, dan sistematis;
Dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, banyak
ketentuan-ketentuan baru yang harus dipahami oleh para pemangku
kebijakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pemahaman yang mendalam tentang proses, metode, dan teknik
pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan prasyarat penting
untuk menghasilkan produk hukum yang kualitatif, aspiratif dan responsif;
Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur secara jelas, rinci mengenai
proses, metode dan teknik penyusunan peraturan daerah. Proses
penyusunan peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011, dilakukan melalui tahap persiapan, perencanaan, perancangan, dan
pembahasan rancangan di DPRD;
Pada tahap persiapan, pihak pemrakarsa (Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota dan DPRD) harus menyiapkan atau menyusun naskah
akademis yaitu naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil
penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah
tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;
Setelah naskah akademis disusun, maka tahap selanjutnya adalah
melakukan perencanaan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) yaitu
instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana,
terpadu, dan sistematis;
Setelah tahap perencanaan dilakukan oleh pemrakarsa sesuai dengan
urutan prioritas sebagaimana tercantum dalam Prolegda yang telah disetujui
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oleh DPRD dalam rapat paripurna, maka naskah rancangan peraturan
daerah disusun sesuai dengan metode dan teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan sebagaimana disusun dalam Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011. Rancangan peraturan daerah harus dibahas bersama antara
DPRD dan Pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

12. Maka menjadi sangat penting melakukan upaya peningkatan pemahaman
mengenai peracangan pembentukan peraturan daerah di kalangan lembaga
yang berwenang membentuk peraturan daerah. Selain itu, juga untuk
menghasilkan produk hukum yang baik berdasarkan aturan yang ada
sehingga tidak ada Peraturan Daerah yang dibatalkan karena tidak sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan.

Vil.  PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 249 ayat (1) huruf j: DPD mempunyai
wewenang dan tugas: melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan
peraturan daerah dan peraturan daerah terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pasal 249 ayat (1)
huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 249 ayat (1)
huruf j: DPD mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan
evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

3. Menyatakan Menerima dan mengabulkan permohonan Pasal 249 ayat (1)

huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Undang-Undang
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Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, pada Pasal 249 ayat (1) huruf j: DPD mempunyai wewenang
dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan
daerah dan peraturan daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



